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Abtract 

This article aims to find out how the protection of Takaful Insurance 
participants against claims filed by client in the enet of loss of the contract 
object (car) according to sharia economic law. The research methode used is 
qualitative in the form of content analysis ont the Decision of the Judge of 
the Banda Aceh Sharia Court. Based on the result of the research, that in the 
case of a lawsuit filed by the plaintiff against PT Asuransi Takaful Banda 
Aceh, the panel of judges rejected the plaintiff’s claim. The judge argued that 
the parties had not followed the procedures contained in the insurance 
policy. Because the panel of judges did not find the fact of peace and 
deliberation between the plaintiff and defendant within 60 days. In the case, 
the judge did not determine the decision in accordance with the plaintiff’s 
claim because the settlement of the case between the parties could be 
resolved amicably in accordance with the policy clause. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan peserta 
Asuransi Takaful terhadap klaim yang diajukan klien dalam peristiwa 
kehilangan objek kontrak (mobil) menurut hukum ekonomi syariah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berbentuk konten 
analisis (content analysis) pada Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam perkara gugatan yang 
diajukan penggugat terhadap PT Asuransi Takaful Banda Aceh, majelis 
hakim menolak gugatan penggugat. Hakim berpendapat bahwa para pihak 
belum mengikuti prosedur yang telah dimuat dalam polis asuransi. Karena 
majelis hakim tidak menemukan adanya fakta perdamaian dan 
musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam tempo 60 hari. Dalam 
hal ini Hakim tidak menetapkan putusan sesuai gugatan pihak penggugat 
disebabkan penyelesaian perkara di antara para pihak dapat diselesaikan 
secara damai sesuai yang dimuat dalam klausula polis.  
 
Kata Kunci:  Asuransi Takaful, Penolakan Klaim, Putusan Hakim, Kafalah 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 Manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi senantiasa 
diikuti oleh risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai 
kemungkinan akan menderita kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa 
yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Oleh sebab itu, risiko hanya 
mengandung dua unsur yaitu kerugian dan ketidakpastian.1 Risiko juga 
dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana kemungkinan terjadinya 
penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang dibayangkan. 
Ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi 
siapapun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang 
mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.2 Berbagai upaya dilakukan 
untuk memproteksi diri dari berbagai bentuk risiko yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materil maupun dari sisi 
kepastian hukum. Risiko yang terjadi memang suatu hal yang lumrah 

                                                             
1 Margaretha Margaretha, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas 

Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang 
Pekanbaru’ (Universitas Islam Riau, 2019). 

2 Ni Kadek Witarini dan Edward Thomas Lamury Hadjon, ‘Perlindungan Hukum Terhadap 
Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit’, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 1, no. 3 
(2018). 
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sebagai bentuk dari dinamika kehidupan itu sendiri yang tidak pernah 
luput dari dampak negatif dan berbagai bentuk yang menimbulkan 
kerugian.3 
 Dalam berbagai literatur diketahui bahwa sejak era klasik telah 
diperkenalkan sistem perlindungan diri dari risiko dengan berbagai 
kepentingan serta sistem operasionalnya. Secara fiqhiyah sistem 
pertanggungan risiko diperkenalkan dalam berbagai bentuk di berbagai 
kitab fikih, baik kitab fikih klasik maupun kitab fikih kontemporer yang 
menjelaskan tentang konsep kafalah dan ta’min. yang cenderung dipahami 
sebagai sistem proteksi yang memiliki kesamaan dalam operasional 
perlindungannya.4 

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan 
hal penting, karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada 
perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, 
tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum 
oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan 
perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis 
asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian 
baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis 
asuransi dipertanyakan.5 

Dalam Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, Dasar gugatan 
yang dilakukan oleh pihak penggugat dikarenakan penolakan pihak 
tergugat dalam hal ini manajemen PT Asuransi Takaful terhadap 
pertanggungan klaim yang diajukan oleh Herlina disebabkan kehilangan 
kendaraan roda empatnya jenis Honda CR-V BL 66 HN di tempat parkiran 
Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, 
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pihak penggugat berpendapat 
bahwa kendaraannya hilang yang dapat dibuktikan dengan surat tanda 
bukti lapor No. TBL/20/II/2016/Sektor Lueng Bata yang menjelaskan 

                                                             
3 Ardianingsih Pane, Ismail, Maulidizen, Arfianty, Wardhana, Musnaini, Tinjauan 

Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi, Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi, 
2022. 

4 S. Nurrahimah, Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, ‘Asuransi Syariah 
Di Indonesia’, Al-Fiqh 1, no. 3 (2024), https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299. 

5 Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat, ‘PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG 
YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 
9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)’, Justisi: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2023), 
https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878. 
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bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung 
jawab. Selanjutnya, pihak Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah 
mengadili perkara ini tanggal 11 Mei 2016 perihal penolakan klaim polis 
atas nama Herlina yang diwakili oleh Syahrul Fatahusni secara lengkap 
dengan melampirkan nomor KLM.LO-033.05.16 tentang penolakan klaim 
polis yang merugikan kepentingan penggugat.6  

Dalam gugatan tersebut penggugat QQ Syahrul Fatahusni 
menyatakan dengan menyebutkan isi surat dari PT Asuransi Takaful pada 
point 3 yaitu “Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor 
Indonesia BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan “Polis Takaful ini tidak 
melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab 
hukum terhadap pihak ketiga” ayat I J.o 1.2 Penggelapan, penipuan, hipnotis dan 
sejenisnya”.7  
 Berdasarkan surat dari PT Asuransi Takaful tersebut yang 
menegaskan pengelakan bertanggung jawab atas kehilangan objek yang 
diasuransikan. Dalam hal ini PT Asuransi Takaful sebagai pihak tergugat 
menyatakan bahwa hilangnya mobil milik penggugat disebabkan 
“penipuan” sebagai alasan untuk menghindar pembayaran dana tabarru’ 
yang seharusya dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful kepada penggugat 
sebagaimana yang disepakati dalam akad tabarru’ dan Polis Takaful 
Kendaraan Bermotor. Pada kasus ini pihak tergugat berusaha untuk 
merekayasa ulang musibah yang dialami oleh penggugat yang sebenarnya 
adalah pencurian di tempat Doorsmeer Rakan Droe, tetapi dialihkan menjadi 
penipuan oleh tergugat, dengan membuat asumsi-asumsi sendiri karena 
secara hukum penggugat selaku pemilik mobil tidak pernah terbukti 
melakukan penipuan terhadap tergugat dengan sengaja merekayasa 
menghilangkan mobil milik penggugat dengan cara menipu sebagaimana 
yang dituliskan surat oleh tergugat kepada penggugat tersebut.8  

Surat gugatan tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor KLM.LO-
033.05.16, mengeani Penolakan Klaim Polis, dengan jelas dan nyata tergugat 
telah melakukan perbuatan “ingkar janji” karena tidak mematuhi 
ketentuan-ketentuan dari akad tabarru’ dan akad wakalah bi al-ujrah serta 
polis takaful kendaraan bermotor tersebut. Tergugat juga telah 

                                                             
6 Mahmakah Syari’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna’, Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2016, 
https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1339.pdf. 

7 Selvi Harvia Santri, ‘Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan 
Bermotor’, UIR Law Review 3, no. 1 (2019). 

8 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna’. 
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menunjukkan “itikad tidak baik” dalam mengelola dana tabarru’ sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang tercantum dalam Polis 
Takaful Kendaraan Bermotor tersebut. Itikad tidak baik tergugat telah 
melanggar prinsip syariah secara murni, padahal polis dengan jelas 
menyebutkan takaful atau asuransi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini 
menyebabkan pertentangan yang jelas acontrario argumentum terhadap 
prinsip-prinsip dasar akad yang digunakan antara peserta asuransi dan 
pengelola asuransi dalam pelaksanaannya.9  
 Dalam hal ini pihak tergugat tidak melakukan kesepakatan yang 
telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) point 1.9 dan ayat (2) point 2.5 
menjelaskan “Pengelola (tergugat) berkewajiban untuk menanggung seluruh 
kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dana tabarru’ yang 
diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang 
dilakukan Pengelola (tergugat)”.10 

Pihak Majelis Hakim membuat beberapa pertimbangan berdasarkan 
materi gugatan dan fakta persidangan bahwa para pihak harus 
melaksanakan secara penuh prosedur yang telah dimuat dalam polis 
asuransi, termasuk penyelesaian perkaranya yang dapat dilakukan dengan 
secara perdamaian dan musyawarah, faktanya hakim tidak menemukan 
upaya perdamaian dan musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam 
tempo 60 hari. Dalam gugatan pokok perkara ini, Hakim memutuskan: 

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu 
rupiah);11 

 
Meskipun pada dasarnya pihak penggugat menyatakan bahwa 

penolakan yang dilakukan oleh pihak tergugat bertentangan dengan 
klausula dalam Ikhtisar Takaful PSAKBI-Motor Vehicle, yang secara jelas 
menetapkan bahwa pihak penggugat dapat mengajukan klaim apabila 
suatu kerugian atau kerusakan mengalami total loss sebagaimana bunyi 
klausulnya yaitu “Apabila barang tersebut hancur total, tidak berbentuk sama 

                                                             
9 Muhammad Rizky Aziz, ‘PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI 

INDONESIA’, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 5, no. 2 (2021), 
https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1806. 

10 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna’. 

11 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. 
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sekali, musnah seluruhnya atau kegunaannya hilang sama sekali, atau kerugian 
seluruhnya”.12 

 Hal ini pula yang mendasar dalam Putusan Hakim Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh dengan Nomor Putusan 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, 
bahwa pihak majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan 
tergugat tersebut tidak sesuai dengan klausula yang ditetapkan dalam polis 
sehingga klaim tersebut tidak dapat menjadi perlindungan bagi penggugat 
untuk memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari dana tabarru’ 
yang dikelola oleh PT Asuransi Takaful.13  

Dengan putusan Hakim tersebut menghilangkan perlindungan bagi 
peserta (penggugat) dengan alasan tidak adanya upaya damai dan 
musyawarah yang mana bagi peneliti alasan tersebut tidak terlalu penting, 
peneliti beranggapan Majelis Hakim menitikberatkan kepada penggugat 
yang tidak melaksanakan isi perjanjian dalam polis, padahal disatu sisi 
pihak perusaahan asuransi (tergugat) juga tidak “beritikad tidak baik” 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakalah dalam pengelolaan dana 
tabarru’ sebagaimana prinsip-prinsip dasar daripada asuransi syariah yang 
telah tergugat tuangkan dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor 
tersebut.14 
 
METODE PENELITIAIN 
 Metode penelitiain airtikel ini menggunaikain jenis penelitiain 
kuailitaitif, kairenai informaisi yaing didaipaitkain dain digunaikain iailaih daitai 
yaing memerlukain kaijiain dengain melaikukain penggaimbairain beberaipai daitai 
yaing didaipaitkain baiik melailui waiwaincairai, observaisi maiupun 
dokumentaisi. Secairai spesifik jenis penelitiain dairi kaijiain penelitiain ini 
aidailaih content ainailysis (ainailisis isi) yaiitu menelaiaih isi teks baiik dairi isi 
buku, jurnail aitaiupun putusain haikim, sumber daitai penelitiain ini mencaikup 
daitai primer dain daitai sekunder. Daitai primer diperoleh peneliti dairi haisil 
Putusain Haikim paidai Maihaikaimaih Syair’iyaih Baindai AIceh yaing bertujuain 
untuk mengkaiji persoailain yaing sedaing diteliti. Sedaingkain, daitai sekunder 
diperoleh peneliti dairi buku, airtikel, jurnail, skripsi (librairy reseairch) sertai 
                                                             

12 , Atyanta Nanda Dhanistha and , Djuwityastuti, ‘PROSES PEMBAYARAN KLAIM 
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General 
Insurance Cabang Yogyakarta)’, Jurnal Privat Law 7, no. 1 (2019), 
https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30142. 

13 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna’. 

14 Asyraf Rizki, ‘Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Pada 
Penolakan Klaim PT Asuransi Takaful Terhadap Kehilangan Kendaraan Nomor 0177/Pdt. 
G/2016/MS Bna’ (Universitas Islam Riau, 2024). 
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beberaipai daitai laiinnyai yaing berkaiitain dengain penelitiain ini. Daitai yaing 
dikumpulkain dengain haisil ainailisis yaing peneliti laikukain, kemudiain 
dijaibairkain dengain kaitai yaing logis dain baiik. AIdaipun teknik pengumpulain 
daitai yaing peneliti laikukain berupai dokumentaisi, dailaim penelitiain ini 
peneliti aikain melihait dain mengainailisiis daitai-daitai yaing telaih di 
dokumentaisikain yaiitu paidai Putusain Haikim Maihkaimaih Syair’iyaih Baindai 
AIceh terhadap penolaikain klaiim pertainggungain di PT AIsurainsi Taikaiful 
terhadap kehilaingain kendairaiain bermotor. Permaisailaihain hukum yaing 
dibaihais dailaim airtikel ini aidailaih permaisailaihain hukum yaing berkaiitain 
perlindungain pesertai aisurainsi dairi pengaibaiiain tainggung jaiwaib 
perusaihaiain ditinjaiu dairi konsep kaifailaih. Penelitiain ini dilaikukain paidai 
Putusain No.0177/Pdt.G/2016/MS Bnai. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kajian Teori 

Dailaim Baihaisai AIraib kaitai aisurainsi disebut ait-tai’min, penainggung 
disebut mustai’min AIt-tai’min memiliki airti memberi perlindungain, 
ketenaingain, raisai aimain, dain bebais dairi raisai taikut. Kaitai mustai’min ini 
beraisail dairi kaitai aimainai secairai hairfiaih bermaiknai aimain, dailaim Firmain 
AIllaih QS. Quraiisy aiyait 4 terdaipait kaitai aimainai, yaiitu: 

فٍوْخَ نْمِّ مْهُـَنمَاَّٰو ە عٍوْجُ نْمِّ مْهُمَعَطْاَ يْذَِّلا  
AIrtinyai: yaing telaih memberi merekai maikainain untuk menghilaingkain laipair dain 
mengaimainkain merekai dairi raisai taikut. 

AIsurainsi syairiaih muncul kairenai keyaikinain baihwai aisurainsi 
konvensionail diainggaip hairaim. Hail ini disebaibkain oleh praiktik aisurainsi 
konvensionail yaing melibaitkain ghairair, maiisir, ribai. Perusaihaiain yaing 
menyediaikain aisurainsi syairiaih tidaik hainyai perusaihaiain milik umait Islaim, 
tetaipi jugai berbaigaii perusaihaiain non-Islaim turut sertai dailaim bisnis 
aisurainsi syairiaih.15 

Menurut Mustaifai AIhmaid AIz-Zairqai yaing dikutip oleh M. Syaikir 
Sulai, aisurainsi memiliki maiknai sebaigaii kejaidiain. Meskipun metodologi 
dain gaimbairainnyai daipait bervairiaisi, paidai daisairnyai aisurainsi aidailaih cairai 
aitaiu metode untuk melindungi mainusiai dairi risiko (aincaimain) berbaigaii 
baihaiyai yaing mungkin terjaidi selaimai kegiaitain hidup aitaiu aiktivitais 
ekonominyai. AIz-Zairqai jugai menyaitaikain baihwai sistem aisurainsi yaing 
dipaihaimi oleh pairai ulaimai hukum aidailaih sistem tai’aiwun dain taidhaimun 
yaing bertujuain. Tainggung jaiwaib ini diberikain kepaidai tertainggung, 

                                                             
15 Nurrahimah, Audia, and Masse, ‘Asuransi Syariah Di Indonesia’. 
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dengain memberikain penggaintiain kepaidai oraing yaing mengailaimi 
musibaih. Penggaintiain tersebut diperoleh dairi kumpulain premi yaing 
merekai baiyairkain.16 

Definisi yaing lebih jelais mengenaii aisurainsi syairiaih dikemukaikain 
dailaim Faitwai Dewain Syairiaih Naisionail Maijelis Ulaimai Indonesiai No. 
21/DSN/MUI/X/2001 tentaing Pedomain Umum AIsurainsi Syairiaih. Dailaim 
ketentuain umum poin 1 disebutkain: “AIsurainsi syairiaih (tai’min, taikaiful, aitaiu 
taidhaimun) aidailaih usaihai sailing melindungi dain tolong-menolong di aintairai 
sejumlaih oraing/pihaik melailui investaisi dailaim bentuk aiset dain/aitaiu taibairru’ yaing 
memberikain polai pengembailiain untuk menghaidaipi risiko tertentu melailui aikaid 
(perikaitain) yaing sesuaii dengain syairiaih.”17  
 Berdaisairkain definisi dain penjelaisain yaing telaih disebutkain 
sebelumnyai, daipait disimpulkain baihwai prinsip sailing melindungi dain 
tolong menolong aintair pesertai aisurainsi merupaikain hail yaing krusiail dailaim 
aisurainsi syairiaih. Ketikai sailaih saitu pesertai mengailaimi musibaih, pesertai 
laiinnyai aikain membaintu dengain cairai menyumbaingkain sebaigiain dairi 
premi yaing merekai baiyairkain untuk membaintu pesertai yaing terkenai 
musibaih tersebut.18 
 Firmain AIllaih SWT dailaim Suraih AIl-Maiidaih (5) aiyait 2: 

اٰ لاَوَ دَىلاَۤقَلْا لاَوَ يَدْلهَْا لاَوَ مَارَلحَْا رَهَّْشلا لاَوَ Iِّٰا رَىِاۤعَشَ اوُّْلتحُِ لاَ اوْـُنمَاٰ نَيْذَِّلا اهَُّـيَ<
ۤ

 مَارَلحَْا تَيْـَبلْا ينَْمِّ
 نِعَ مْكُوُّْدصَ نْاَ مٍوْـَق نُاٰنَشَ مْكَُّنمَرِيجَْ لاَوَ اوْدُاطَصْافَ مْتُلْلَحَ اذَاِوَ ً^اوَضْرِوَ مِِّْ\َّر نْمِّ لاًضْفَ نَوْغُـَتْـبـَي
 Iَّٰا َّناِ Iَّٰا اوقَُّـتاوَ نِاوَدْعُلْاوَ ثمِْلاِْا ىلَعَ اوْـُنوَاعَـَت لاَوَ ىوٰقَّْـتلاوَ برِِّلْا ىلَعَ اوْـُنوَاعَـَتوَ اعتَ نْاَ مِارَلحَْا دِجِسْمَلْا

٢ بِاقَعِلْا دُيْدِشَ  
AIrtinyai: Waihaii oraing-oraing berimain! Jaingainlaih kaimu melainggair syi’air-syi’air 
kesuciain AIllaih, dain jaingain (melainggair kehormaitain) bulain-bulain hairaim, jaingain 
(menggainggu) haidyu (hewain-hewain kurbain) dain qailaiid (hewain-hewain kurbain 
yaing diberi taindai) dain jaingain (pulai) menggainggu oraing-oraing yaing 
mengunjungi Baiitulhairaim; merekai mencairi kairuniai dain keridhaiain Tuhainnyai. 
Tetaipi aipaibilai kaimu telaih menyelesaiikain ihraim, maikai bolehlaih kaimu berburu. 
Jaingain saimpaii kebenciain(mu) kepaidai suaitu kaium kairenai merekai mengailaing-
hailaingimu dairi Maisjidilhairaim mendorongmu berbuait melaimpaiui baitais (kepaidai 
                                                             

16 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta: 
Gema Insani, 2004. 

17 K H Ma’ruf Amin et al., ‘Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 
(Edisi Terbaru)’, Majelis Ulama Indonesia, 2015. 

18 Setiya Afandi, ‘PRINSIP TA’AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA 
ASURANSI SYARIAH’, Madani Syari’ah 5, no. 2 (2022), 
https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.408. 
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merekai). Dain tolong-menolong dailaim berbuait dosai dain permusuhain. Bertaikwailaih 
kepaidai AIllaih, sungguh AIllaih saingait berait siksai-Nyai. 
 AIyait di aitais berisi tentaing perintaih tolong-menolong sesaimai 
mainusiai dailaim kehidupain bermaisyairaikait. Dailaim bidaing aisurainsi setiaip 
naisaibaih memberikain sebaigiain uaing yaing dimilikinyai sebaigaii dainai sosiail 
(dainai taibairru’) yaing digunaikain untuk menolong sailaih saitu ainggotai 
aisurainsi aipaibilai terjaidi musibaih (risiko).19 
 
AIkaid Kaifailaih dailaim Hukum Islaim  

Secairai etimologis kaifailaih beraisail daii kaitai kaifailaih, dhaimmain, zai’maih, 
haiwailaih yaing berairti jaiminain. Secairai terminologi kaifailaih/dhaimmain aidailaih 
menjaimin tainggungain oraing yaing dijaimin dailaim melaiksainaikain haik yaing 
waijib baiik seketikai maiupun aikain daitaing. Dailaim pengertiain laiin, kaifailaih 
aidailaih mengailihkain tainggung jaiwaib seseoraing yaing dijaimin dengain 
berpegaing paidai tainggung jaiwaib oraing laiin sebaigaii penjaimin.20  
 Akad Kaifailaih hukumnyai dibolehkain berdaisairkain AIl-Qur’ain, 
Sunnaih dain Ijmai’. Daisair hukum dairi AIl-Qur’ain aintairai laiin: 
1) Surait Yusuf (12) aiyait 66: 

 لَاقَ مْهُقَثِوْمَ هُوْـَتاءَ اَّملَـَف ۖ◌ مْكُبِ طَايحَُ نأَ َّلاإِ هٓۦِبِ نىَِّنـُتأْتَلَ Iَِّٱ نَمِّ اقًثِوْمَ نِوتُؤْـُت َّٰتىحَ مْكُعَمَ هۥُلَسِرْأُ نْلَ لَاقَ
٦٦ لٌيكِوَ لُوقُـَن امَ ىٰلَعَُ Iَّٱ  

 AIrtinyai: Diai (Yai’qub) berkaitai, “AIku tidaik aikain melepaiskainnyai (pergi) 
bersaimai kaimu, sebelum kaimu bersumpaih kepaidaiku aitais (naimai) AIllai, baihwai 
kaimu paisti aikain membaiwainyai kepaidaiku Kembaili, kecuaili jikai kaimu dikepung 
(musuh).” Setelaih merekai mengucaipkain sumpaih, diai (Yai’qub) berkaitai, “AIllaih 
aidailaih saiksi terhaidaip aipai yaing kitai ucaipkain.” 
 AIyait tersebut mengaindung informaisi mengenaii pemberiain jaiminain. 
Jaiminain tersebut dilaikukain oleh baidain, kairenai merekai menjaimin dain 
bertainggung jaiwaib kepaidai Naibi Yai’qub dengain baidain merekai. Dailaim 
kaifailaih jugai dijelaiskain baihwai seseoraing menjaimin pihaik laiin dailaim 
situaisi musibaih dain pihaik penjaiminlaih yaing bertainggung jaiwaib.21  
  

Dairi definisi di aitais maikai kaifailaih daipait terbaigi kepaidai: 

                                                             
19 Lisda Apriliani Sobirin, ‘Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian 

Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 
7 (2023), https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324. 

20 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012. 
21 Roudotul Jannah, ‘ANALISIS KAFALAH DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS, 

SERTA IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN’, Jurnal Ekonomi Rabbani 2, 
no. 2 (2022), https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.122. 
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a. Kaifailaih bi ail-naifs aitaiu kaifailaih bi ail-waijh (tainggungain terhaidaip baidain 
aitaiu tainggungain waijaih). Merupaikain aikaid yaing memberikain jaiminain 
aitais diri. Kaifailaih jenis ini merupaikain bentuk komitmen penainggung 
untuk menghaidirkain pihaik tertainggung. Kaifailaih bi ail-waijh aidailaih 
kehairusain pihaik penjaimin (kaifil aitaiu dhaimin) untuk menghaidirkain 
oraing yaing iai tainggung kepaidai oraing yaing iai jainjikain tainggungain 
(maikfu laihu).22 

b. Kaifailaih bi ail-mail (tainggungain terhaidaip bendai), yaiitu tainggungain untuk 
menyeraikain hairtai tertentu yaing aidai paidai oraing laiin. Misailnyai, 
mengembailikain bairaing yaing diraimpais kepaidai pemiliknyai. Perbuaitain 
ini daipait dilihait dairi kisaih Zaiid meraimpais bairaing Umair maikai Khailid 
menjaimin Zaiid untuk mengembailikain bairaing yaing diraimpais 
tersebut.23 

c. Kaifailaih bi ail-daiin (tainggungain utaing), yaiitu pihaik pertaimai menainggung 
utaing pihaik keduai sehinggai kewaijibain membaiyair menjaidi tainggung 
jaiwaibnyai. Sementairai itu, oraing yaing ditainggung bebais dairi utaingnyai. 
Misailnyai AI menjaimin utaing B kepaidai si C maikai kewaijibain membaiyair 
utaing kepaidai C menjaidi tainggung jaiwaib AI sehinggai B bebais dairi 
utaingnyai.24 

d. Kaifailaih bi ail- ‘aiin, yaiitu kewaijibain menyeraihkain bendai tertentu yaing 
aidai ditaingain oraing laiin seperti menyeraihkain bairaing juailain kepaidai si 
pembeli, mengembailikain bairaing yaing di ghaisaib dain sebaigaiinyai. Dailaim 
hail ini di syairaitkain bairaing yaing diseraihkain menjaidi tainggungain aishil 
(maikful ‘ainhu), seperti dailaim bairaing yaing di ghaisaib. AIpaibilai bairaing 
tersebut bukain menjaidi tainggungainnyai, seperti bairaing pinjaimain aitaiu 
titipain maikai kaifailaih hukumnyai tidaik saih.25 

e. Kaifailaih dengain aiib, yaiitu menjaimin bairaing, dikhaiwaitirkain bendai yaing 
aikain dijuail tersebut terdaipait maisailaih aitaiu aiib aitaiu caicait kairenai waiktu 
yaing terlailu laimai aitaiu kairenai hail-hail laiin. Maikai si kaifil bertindaik 
sebaigaii penjaimin baigi si pembeli. Seperti jikai taimpaik bukti baihwai 

                                                             
22 M. Ag. Dr. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor 

Keuangan Syariah, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan 
Syariah, 2019. 

23 Muhammad Azani and Hasan Basri, ‘Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pemahaman Tentang Akad Kafalah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES) Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu’, Wisanggeni: Jurnal Pengabdian 
Masyarakat, 2021, https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1453. 

24 Danang V. A. Prakoso, ‘TINJAUAN HUKUM TENTANG JAMINAN DALAM 
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 
TAHUN 2008’, Lex Privatum 5, no. 1 (2017). 

25 Ahmad Wardi Muslich, ‘Fiqh Muamalat, Cet. 2’, Jakarta: Amzah, 2013. 
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bairaing yaing dijuail aidailaih milik oraing laiin bukain milik penjuail aitaiu 
bairaing itu, sebenairnyai bairaing gaidaiiain yaing hendaik di juail.26  

f. Kaifailaih ail-Munjaizaih, merupaikain jaiminain mutlaik yaing tidaik daipait 
dibaitaisi oleh jaingkai waiktu dain untuk kepentingain aitaiu tujuain tertentu. 
Sailaih saitu bentuk kaifailaih ail-munaijaizaih aidailaih pemberiain jaiminain 
dailaim bentuk jaiminain prestaisi (performaince bonds), suaitu hail yaing laizim 
di kailaingain perbainkain dain hail sesusaii dengain bentuk aikaid ini.27 

g. Kaifailaih ail-Muaillaiqaih, bentuk jaiminain ini merupaikain penyederhainaiain 
dairi kaifailaih ail-munaijaizaih, baiik berupai industri perbainkain maiupun 
aisurainsi, dimainai jaiminain dibaitaisi oleh kurun waiktu dain tujuain-tujuain 
tertentu.28  

 
Paindaingain Ulaimai tentaing AIkaid Kaifailaih 
 Ulaimai berbedai pendaipait mengenaii kaifailaih yaiitu sebaigaii berikut: 
a. Menurut Hainaifiyaih  

Ulaimai-ulaimai Hainaifiyaih mengemukaikain duai definisi untuk kaifailaih. 
Definisi yaing pertaimai aidailaih: 

“Proses penggaibungain tainggungain kaifil menjaidi tainggungain aishil dailaim 
tuntutain/permintaiain dengain maiteri aitaiu utaing aitaiu bairaing aitaiu pekerjaiain.” 

 Definisi yaing keduai aidailaih: 
“Kaifailaih aitaiu dhaimain aidailaih mengumpulkain tainggungain kepaidai 
tainggungain yaing laiin di dailaim pokok utaing.” 

Dairi keduai definisi tersebut, definisi yaing pertaimai lebih shaihih 
kairenai lebih umum, yaikni mencaikup tigai jenis kaifailaih, yaiitu kaifailaih 
terhaidaip jiwai, utaing, aitaiu bendai. Sedaingkain definisi yaing keduai hainyai 
mencaikup kaifailaih terhaidaip utaing saijai.29 

b. Menurut Mailikiyaih 
“Dhaimain, kaifailaih dain haimailaih mempunyaii airti yaing saimai, yaiitu 

penggaibungain oleh pemilik haik terhaidaip tainggungain penainggung dengain 

                                                             
26 M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, ‘Kafalah Dalam Pandangan Islam’, Jurnal Hukum 

Tata Negara 2, no. Desember (2019). 
27 Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta, Kencana, 2010. 
28 Mugiyati, ‘Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful’, 

Al-Qanun 17, no. 1 (2014). 
29 NURFADILAH, ‘FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 57/DSN-

MUI/V/2007 TENTANG LETTER OF CREDIT DENGAN AKAD KAFALAH BI AL-UJRAH 
PERPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI’, IAIN Parepare (2021). 
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tainggungain oraing yaing ditainggung, baiik penggaibungain tersebut bergaintung 
kepaidai aidainyai sesuaitu aitaiu tidaik.”30 

c. Menurut Syaifi’iyaih 
“Kaifailaih aitaiu dhaimain dailaim pengertiain syairai’ aidailaih suaitu aikaid yaing 

menghendaiki tetaipnyai suaitu haik yaing aidai dailaim tainggungain oraing laiin, aitaiu 
menghaidirkain bendai yaing ditainggungkain aitaiu menghaidirkain baidain oraing 
yaing hairus dihaidirkain.”31 

d. Menurut Hainaibilaih  
“Kaifailaih aidailaih menetaipkain sesuaitu yaing waijib kepaidai oraing laiin 

sedaingkain sesuaitu itu tetaip dailaim genggaimain oraing yaing ditainggung, aitaiu 
menetaipkain kewaijibain untuk mendaitaingkain oraing yaing mempunyaii haik 
(yaing hairus diselesaiikain).”32 

Dairi penjelaisain yaing diberikain oleh pairai ulaimai maizhaib tersebut, 
daipait disimpulkain baihwai kaifailaih aitaiu dhaimain aidailaih perjainjiain aintairai 
duai belaih pihaik, dimainai pihaik pertaimai bertainggung jaiwaib aitais utaing 
aitaiu tuntunain hairtai dairi pihaik keduai. Hail ini menunjukkain baihwai kaifailaih 
daipait melibaitkain hairtai (mail), utaing aitaiu oraing yaing terlibait.33 
 
Implementaisi AIkaid Kaifailaih paidai AIsurainsi 
 AIsurainsi aidailaih bentuk kerjaisaimai sailing melindungi dain menolong 
aintair pesertai dailaim menghaidaipi kemungkinain terjaidinyai mailaipetaikai dain 
bencainai. Perusaihaiain aisurainsi taikaiful bertainggung jaiwaib mengelolai premi 
pesertai, mengembaingkain secairai hailail sertai memberikain saintunain kepaidai 
pesertai yaing mengailaimi musibaih sesuaii perjainjiain. Pengelolaiain dainai 
aisurainsi taikaiful menggunaikain duai sistem, yaiitu sistem dengain unsur 
taibungain dain sistem tainpai unsur taibungain.34 Paidai sistem dengain unsur 

                                                             
30 Haris Maiza Putra et al., ‘Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri 

Dan Memberikan Sesuatu’, JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 5, no. 1 (2022), 
https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141. 

31 Siti Nurhasanah and Vina Sri Yuniarti, ‘Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah’, 
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2019). 

32 Jaya Miharja, ‘KONSEP GANTI RUGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, Mu’amalat: 
Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2016), https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997. 

33 Reza Shefiadini Abadi Dini, ‘PENDAHULUAN HUKUM FEE KAFALAH PADA 
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQIH: KONSEP KAFALAH DALAM 
FIQH MUAMALAH’, KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2023). 
34 Chairul Fahmi and Wira Afrina, ‘Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from ConvenBonal Bank 
to Sharia Bank Post the ApplicaBon of Qanun Aceh No. 11 Of 2018’, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi 
Dan Keuangan Syariah 4, no. 1 (2023): 28–39, hTp://journal.ar-
raniry.ac.id/index.php/mudharabah/arBcle/view/3047. 
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taibungain, setiaip premi taikaiful yaing diterimai aikain dimaiskukkain ke dailaim 
duai rekening: 
1. Rekening taibungain, yaiitu rekening taibungain pesertai. 
2. Rekening khusus/taibairru’ (chairity aiccount) yaiitu rekening yaing 

diniaitkain dermai dain digunaikain untuk menjaimin pesertai laiin aitaiu 
membaiyair klaiim (mainfaiait taikaiful) kepaidai aihli wairis, aipaibilai aidai 
diaintairai pesertai yaing ditaikdirkain meninggail duniai aitaiu mendaipait 
musibaih laiinnyai.35 

Premi taikaiful aikain digaibungkain ke dailaim “Kumpulain dainai 
pesertai” yaing kemudiain diinvestaisikain dailaim pembiaiyaiain proyek yaing 
sesuaii syairiaih. Keuntungain dairi investaisi aikain dibaigi sesuaii dengain 
perjainjiain mudhairaibaih yaing disepaikaiti bersaimai, misailnyai 70% dairi 
keuntungain untuk pesertai dain 30% untuk perusaihaiain taikaiful. Baigiain 
keuntungain pesertai (70%) aikain ditaimbaihkain ke rekening taibungain dain 
rekening khusus secairai proporsionail.36 Kemudiain aikain diberikain kepaidai 
pesertai dailaim bentuk mainfaiait taikaiful (klaiim) aipaibilai: 
1. Pesertai meninggail duniai dailaim maisai pertainggungain (sebelum jaituh 

tempo), dailaim hail ini maikai aihli wairisnyai aikain menerimai: 
a. Pembaiyairain klaiim sebesair jumlaih aingsurain premi yaing telaih 

disetorkain dailaim rekening pesertai ditaimbaih dengain baigiain 
keuntungain dairi haisil investaisi. 

b. Sisai saildo aingsurain premi yaing sehairusnyai dilunaisi dihitung dairi 
tainggail meninggailnyai saimpaii dengain saiait selesaii maisai 
pertainggungainnyai. Dainai untuk maiksud ini diaimbil dairi rekening 
khusus/taibairru’ pairai pesertai yaing memaing disediaikain untuk itu. 

2. Pesertai maisih hidup hinggai maisai pertainggungain selesaii (misailnyai 
setelaih sepuluh taihun). Dailaim hail ini pesertai yaing bersaingkutain aikain 
menerimai: 
a. Seluruh aingsurain premi yaing telaih disetorkain ke dailaim rekening 

pesertai, ditaimbaih dengain baigiain keuntungain dairi haisil investaisi. 

                                                             
35 Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, ‘DASAR HUKUM DAN 

PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA’, JURNAL LABATILA 2, no. 01 (2019), 
https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107. 

36 Asna, ‘SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN 
DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD KAFALAH’, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi 
Dan Keuangan Syariah 3, no. 2 (2021): 27–37, https://doi.org/10.22373/al-
mudharabah.v3i2.2010. 
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b. Kelebihain dairi rekening khusus/taibairru’ setelaih dikuraingi biaiyai 
operaisionail Perusaihaiain dain pembaiyairain klaiim maisih aidai 
kelebihain. 

3. Pesertai mengundurkain diri sebelum jaituh tempo (sebelum maisai 
pertainggungain selesaii). Dailaim hail ini pesertai yaing bersaingkutain tetaip 
aikain menerimai seluruh aingsurain premi yaing telaih disetorkain ke dailaim 
rekening pesertai, ditaimbaih dengain baigiain dairi haisil keuntungain 
investaisi.37 

Berdaisairkain ainailisis terhaidaip tigai skenairio pembaiyairain klaiim 
aisurainsi (mainfaiait taikaiful) tersebut di aitais, daipait disimpulkain baihwai 
aiplikaisi kaifailaih paidai aisurainsi taikaiful bervairiaisi tergaintung paidai kondisi 
tertentu. Pairai pesertai aisurainsi daipait menjaidi penjaimin terhaidaip pesertai 
laiin yaing terkenai musibaih maiupun sebaigaii oraing yaing dijaimin jikai dirinyai 
mendaipait musibaih. Pihaik perusaihaiain aisurainsi taikaiful sebaigaii mediaitor 
aintair pesertai tetaip menempaiti posisi sebaigaii pihaik yaing menerimai 
jaiminain.38 
 
Putusain Haikim Maihkaimaih Syair’iyaih Baindai AIceh 
No.0177/Pdt.G/2016/MS Bnai 
 Dalam perkara yang peneliti analisis ini merupakan Putusan Hakim 
Mahmakah Syar’iyah Banda Aceh, sebagai tindak lanjut penyelesaian 
perkara atas gugatan pihak pemilik mobil yang kehilangan pada saat dicuci 
di Doorsmeer Rakan Droe yang berlokasi di Jalan T. Imum Lueng Bata, 
Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam 
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, posisi 
dan fakta-fakta persidangan yang di dokumentasikan dalam putusan 
tersebut dapat diketahui. Berikut ini adalah narasi dari fakta-fakta 
persidangan, yang merupakan ringkasan dari peristiwa yang terjadi dan 
dictum hukumnya, yaitu: penggugat telah aktif menjadi anggota peserta 
asuransi, berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 8 
Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2016. Penggugat juga 
berpartisipasi dalam program tabarru' yang melibatkan menyumbangkan 

                                                             
37 Khusnul Khotimah, Mahmudi Mahmudi, and Nina Fitriyati, ‘Calculation and 

Management of Premium Funds in Sharia Insurance (Ta’min, Takaful or Tadhamun)’, 
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics 1, no. 2 (2020), 
https://doi.org/10.15408/inprime.v1i2.13631. 

38 Rezki Syahri Rakhmadi, ‘Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga 
Keuangan Syariah’, Madani Syari’ah 2, no. 4 (2019). 
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dana untuk kepentingan anggota asuransi jika terjadi bencana, seperti yang 
dijanjikan bahwa dana tabarru’ akan diberikan dalam bentuk kompensasi.39 
 Pengailihain dainai ke dailaim dainai taibairru’ oleh penggugait jugai terkaiit 
dengain kepentingain penggugait terhaidaip objek jaiminain kenderaiain rodai 
empait merk/type: Hondai CR-VRM3 2WD 2.4 AI/TCKD/Jeep/2013, Nomor 
Polisi: BL 66 HN. Oleh kairenai itu, pemberiain dainai taibairru’ oleh penggugait 
tidaik hainyai untuk kepentingain usaihai tolong-menolong dain sailing 
tainggung menainggung di aintairai pairai pesertai aisurainsi, tetaipi jugai untuk 
memberikain mainfaiait perlindungain terhaidaip objek jaiminain kendairaiainn 
rodai empait (mobil) milik penggugait tersebut.40  

Dalam persidangan juga terungkap berdasarkan informasi dari 
keputusan bahwa mobil milik penggugat, yaitu Honda CR-V Nomor Polisi: 
BL 66 HN telah dicuri pada hari Rabu, tangal 10 Februari 2016, pukul 17.15 
WIB di Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot 
Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Kejadian pencurian 
kendaraan ini terjadi ketika mobil tersebut sedang dicuci di doorsmeer 
tersebut, dan kunci mobil diserahkan kepada pihak doorsmeer seperti 
lazimnya yang dilakukan oleh doorsmeer lainnya saat mencuci mobil, kunci 
mobil harus tetap diserahkan kepada pihak doorsmeer. Musibah tersebut 
telah dilaporkan ke Polsek Lueng Bata pada tanggal 10 Februari 2016 atas 
pencurian mobil milik penggugat. Laporan penggugat didukung dengan 
surat tanda bukti lapor Nomor: TBL/20/II/2016/SekBata yang 
ditandatangani oleh KASPK Regu B.41 
 Kemudian, penggugat yang merupakan peserta aktif di Asuransi 
Syariah tergugat sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Polis Takaful 
kendaran bermotor menyiapkan administrasi untuk mengajukan 
permohonan santunan dari dana tabarru’ atas kejadian yang menyebabkan 
kerugian bagi penggugat kepada tergugat sesuai dengan “Akad wakalah bi 
al-ujrah”, yaitu sebagai wakalah yang mengelola dana tabarru’ peserta 
asuransi dan juga sesuai dengan akad tabarru’ yang disepakati antara 
peserta asuransi itu sendiri. Namun, manajemen Asuransi Takaful 
memutuskan secara langsung dengan mengirimkan surat kepada 
penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat: KLM.LO-

                                                             
39 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna’. 
40 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna.” 
41 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna.” 
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033.05.16, yang berisi penolakan klaim polis. Herlina yang diwakili oleh 
Syahrul Fatahussni dalam surat tersebut menyebutkan pada poin 3 bahwa: 
“Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) 
BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan”Polis Takaful ini tidak melindungi 
kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum 
terhadap pihak ketiga” ayat 1 J.o 1.2, penggelapan, penipuan, hipnotis, dan 
sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan bermotor 
tersebut disebabkan penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak 
dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)”.42 
 Surat yang diterima dari pihak tergugat pada tanggal 11 Mei 2016, 
dengan Nomor Surat: KLM.LO-033.05.16, yang berisi penolakan klaim polis 
karena mobil CR_V BL 66 HN milik penggugat dinyatakan hilang akibat 
penipuan, telah merugikan kepentingan penggugat. Tindakan tergugat 
yang menyatakan mobil hilang karena penipuan hanya bertujuan untuk 
menghindari kewajiban pembayaran dana tabarru’ dan Polis Takaful 
kendaraan Bermotor. Terdapat upaya dari tergugat untuk mengubah 
musibah pencurian yang dialami oleh penggugat menjadi kasus penipuan, 
padahal secara hukum tidak ada bukti bahwa penggugat melakukan 
penipuan terhadap penggugat. Hal ini terlihat dari surat yang ditulis oleh 
tergugat kepada penggugat yang mencoba menciptakan asumsi sendiri 
terkait hilangnya mobil milik penggugat akibat penipuan.43 
 Pada tanggal 25 Mei 2016, Pihak Penyidik dari Kepolisian RI yang 
berasal dari Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menyanggah surat 
dari tergugat yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan 
surat tentang adanya tindak pidana penipuan sebagaimana surat tergugat 
yang dikirim kepada penggugat tangal 11 Mei 2016 Nomor: KLM.LO-
033.05.16, perihal penolakan klaim polis tersebut. Surat tersebut memiliki 
Nomor Surat: B/182/V/2016/Reskrim Perihal Penjelasan Tentang Kasus 
Pencurian Mobil CR-V Nomor Polisi BL 66 HN. 
 Surat Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 yang 
ditujukan kepada Direktu PT Asuransi Takaful Umum secara umum tegas 
membantah surat dari tergugat tanggal 11 Mei 2016 tersebut menyebutkan: 

                                                             
42 Atyanta Nanda Dhanistha and , Djuwityastuti, “PROSES PEMBAYARAN KLAIM 

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General 
Insurance Cabang Yogyakarta),” Jurnal Privat Law 7, no. 1 (2019), 
https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30142 , and , ‘PROSES PEMBAYARAN KLAIM 
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General 
Insurance Cabang Yogyakarta)’. 

43 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna’.  
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”Sehbungan dengan hal tersebut di atas diberitahukan kepada saudara bahwa 
penyidikan pada Polsek (Kepolisian Sektor) Lueng Bata Banda Aceh yang 
melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hilangnya satu unit mobil CR-V 
Nomor Polisi BL-66 HN yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2916 PKL 
17.15 WIB, bertempat di Doorsmeer Rakan Droe JL. T. Imum Lueng Bata Kec. 
Lueng Bata Bana Aceh belum pernah mengeluarkan surat keterangan sebagaimana 
tersebut dalam Nomor: KLM.LO-033.05.16 tanggal 11 Mei 2016, Perihal 
Penolakan Klaim Polis Herlina QQ Syahrul Fatahusni, yang ditandatangani oleh 
Claim Manager PT Asuransi Takaful Umum”.44  
 Surat dari Polsek Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 selaku Penyidik 
Negara dengan tegas menyangkal surat keterangan yang dikeluarkan oleh 
Tergugat pada tanggal 11 Mei 2016 Nomor: KLM.LO-033.05.16, yang 
menolak klaim polis tersebut, tidak benar dan secara hukum membuktikan 
bahwa tidak ada tindak pidana penipuan atau bukti perbuatan penipuan 
sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat dalam surat tanggal 11 Mei 
2016 Nomor: KLM.LO-033.05.16 tersebut. Penggugat mengajukan 
permohonan santunan dana tabarru’ kepada tergugat selaku wakalah 
pengelola dana tabarru’ para peserta asuransi syariah pada perusahaan 
asuransi tergugat tersebut, bukan dengan maksud untuk memperoleh 
keuntungan dan perlindungan dari adanya akad tabarru’, melainkan karena 
secara hukum. Kejadian atau musibah yang terjadi pada mobil milik 
penggugat adalah pencurian yang benar-benar terjadi di tempat doorsmeer, 
bukan laporan rekayasa yang dibuat oleh penggugat untuk menipu 
tergugat sebagai wakil pengelola dana tabarru’ para peserta asuransi.45  

Pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah menyembunyikan 
mobil tersebut dengan maksud agar klaim telah dicuri oleh orang lain, 
sehingga mobil tersebut dianggap hilang atau musnah dan harus diganti 
oleh pihak tergugat dengan model mobil baru yang saat ini sedang 
diluncurkan. Pihak yang mengajukan tuntutan tidak pernah menggunakan 
dokumen atau bukti palsu, dusta, atau tipuan untuk mengatur pembayaran 
santunan dana tabarru’ kepada pihak tergugat. Sebaliknya, pihak yang 
mengajukan tuntutan dengan jelas dan terang melaporkan semua kejadian 
yang terjadi pada mobilnya kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui 
Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh sesuai dengan prosedur hukum yang 
berlaku. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggugat dengan 
                                                             

44 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna.” 

45 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna.” 
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sengaja melakukan Tindakan jahat yang dilakukan oleh dirinya sendiri, 
keluarganya, atau menyuruh orang lain untuk mencuri mobil penggugat.46 
 
AInailisis terhadap Putusain No.0177/Pdt.G/2016/MS Bnai 
 surat dari tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor KLM.LO-
033.05.16 Perihal Penolakan Klaim Polis, dengan jelas dan nyata tergugat 
telah melakukan perbuatan “ingkar janji” karena tidak melaksanakan 
sebagaimana ketentuan-ketentuan daripada akad tabarru’ dan akad wakalah 
bi al-ujrah serta polis takaful kendaraan bermotor tersebut dan tergugat telah 
“beritikad tidak baik” dalam melaksanakan wakalah dalam pengelolaan 
dana tabarru’ sebagaimana prinsip-prinsip dasar daripada asuransi syariah 
yang telah tergugat tuangkan di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor 
tersebut. Itikada tidak baik dari tergugat telah tidak melaksanakan prinsip 
syariah secara murni, sedangkan tergugat di dalam polis secara tegas 
menyebutkan takaful atau asuransi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga 
telah terjadi pertentangan acontrario argumentum terhadap prinsip-prinsip 
dasar akad yang dipergunakan antara peserta asuransi dengan pengelolaan 
asuransi di dalam pelaksanaannya tersebut.47 
 Dalam hal ini pihak tergugat tidak melakukan kesepakatan yang 
telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) point 1.9 dan ayat (2) point 2.5 
menyatakan: “Pengelola (tergugat) berkewajiban untuk menanggung seluruh 
kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dana tabarru’ yang 
diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang 
dilakukan pengelola (tergugat)”.48 
 Surat yang diajukan tergugat pada tanggal 11 Mei 2016 dengan 
Nomor Surat: KLM.LO-033.05.16, mengenai penolakan klaim polis dengan 
menyimpulkan dan memutuskan bahwa perbuatan “penipuan” adalah 
suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh tergugat untuk 
menghindari tanggung jawab pembayaran tergugat kepada penggugat 
sesuai dengan akad tabarru’ dan akad wakalah bi al-ujrah, serta merupakan 
perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat kepada 
penggugat tersebut. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim 

                                                             
46 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna.” 
47 Gunita Nindya and Siti Nurbaiti, ‘PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI 

KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG’, Reformasi Hukum Trisakti 
4, no. 4 (2022), https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14095. 

48 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 
Bna’. 
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Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut untuk 
menghukum tergugat sebagai wakalah dari pengelola dana tabarru’ untuk 
menyerahkan dana tabarru’ kepada penggugat secara tunai serta tanpa 
syarat apapun dengan nilai polis yang tercantum di dalam polis asuransi 
penggugat Nomor Polis: 1030211215000176 yaitu sebesar Rp. 360.000.000 
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immaterial 
yang dialami penggugat.49 
 Dalam Keputusan Majelis Hakim atas kasus gugatan 
No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna, yang diajukan oleh Herlina selaku anggota 
asuransi terhadap PT Asuransi Takaful Banda Aceh atas penolakan klaim 
pertanggungan atas kehilangan mobil CR-V di doorsmeer, majelis hakim 
mempertimbangkan materi gugatan dan fakta persidangan. Para pihak 
diwajibkan untuk mematui prosedur yang tercantum dalam polis asuransi, 
termasuk penyelesaian secara damai dan musyawarah. Namun, tidak 
ditemukan adanya kesepakatan damai dan musyawarah antara penggugat 
dan tergugat dalam waktu 60 hari. Oleh karena itu, gugatan penggugat 
ditolak dan disarankan untuk diselesaikan melalui prosedur non litigasi 
terlebih dahulu agar dapat mencapai keputusan yang memuaskan bagi 
kedua belah pihak. Dalam putusan ini, pihak asuransi dinyatakan menang. 
Dailaim gugaitain pokok perkairai ini, Haikim memutuskain: 
1. Menyaitaikain gugaitain penggugait tidaik daipait diterimai 
2. Menghukum penggugait untuk membaiyair biaiyai perkairai sebesair 

Rp.291.000 (duai raitus Sembilain puluh saitu ribu rupiaih) 
 
Dengan ini putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis 

Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 
Oktober 2016.50 

Menurut peneliti, penolakan klaim karena tidak adanya upaya 
perdamaian atau musyawarah terlebih dahulu selama 60 hari dapat 
dianggap sah secara yuridis dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur 
dengan jelas dalam polis asuransi dan diikuti dengan pemberitahuan yang 
memadai kepada peserta asuransi. Dalam hubungan asuransi, terdapat 
prinsip good faith yang mengharuskan kedua belah pihak (peserta asuransi 
dan perusahaan asuransi) untuk bertindak secara jujur dan saling 

                                                             
49 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna.” 
 
50 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS 

Bna.” 
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menghormati ketentuan yang tercantum dalam polis. Prinsip ini juga 
mencakup kewajiban untuk mematuhi prosedur-prosedur yang diatur 
dalam polis, termasuk upaya perdamaian atau musyawarah.51 
 
Tinjuain AIkaid Kaifailaih Terhaidaip Perkairai No.0177/Pdt.G/2016/MS Bnai 
 Untuk menjelaskan tentang akad kafalah ini, peneliti merujuk pada 
beberapa pendapat Imam dan Ulama Mazhab tentang kafalah. Menurut 
Ulama Mazhab Hanafi, kafalah adalah perjanjian untuk mengalihkan 
tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain dalam tuntutan terhadap jiwa, 
harta, atau benda. Dalam konsep Hanafi, kafalah merupakan penanggungan 
yang dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain untuk ditanggung, baik 
dalam bentuk materi maupun non materi. Dalam kalangan Ulama Mazhab 
Malikiyah, akad kafalah dijelaskan sebagai penggabungan hak pemilik 
terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang 
ditanggung, baik bergantung pada sesuatu atau tidak. Konsep 
penanggungan yang dirumuskan oleh Ulama Malikiyah ini lebih spesifik 
daripada formula Mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa persetujuan 
pihak yang menanggung harus dilakukan dalam pertanggungan sehingga 
persetujuan tersebut dapat dilimpahkan kepadanya dalam bentuk 
pertanggungan sepenuhnya.52 
 Ulama Mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa kafalah adalah suatu akad 
yang menetapkan suatu hak yang berada dalam tanggungan orang lain atau 
menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan badan orang 
yang harus dihadirkan.53 Dalam Mazhab Syafi’i ini, kafalah merupakan hak 
yang timbul ketika pihak ketiga menyatakan kesanggupan untuk 
menyerahkan diri atau harta mereka sebagai penanggung, atau ketika ada 
pihak lain yang bersedia menanggung suatu kewajiban. Menurut Mazhab 
Syafi’i, pernyataan kesanggupan harus disertai dengan tanggung jawab 
untuk hadir dalam menanggung suatu peristiwa hukum atau memberikan 

                                                             
51 Nurul Sakinah and Habibatur Ridhah, ‘ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN 

KLAIM ASURANSI KERUGIAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI’, Jurnal 
Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan 3, no. 2 (2023), 
https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.524. 

52 Haris Maiza Putra et al., “Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri 
Dan Memberikan Sesuatu,” JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 5, no. 1 (2022), 
https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141 Putra et al., ‘Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk 
Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu’. 
53 Sri Wahyuni et al., ‘THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK 
CUSTOMERS’, JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 7, no. 1 (10 June 2023): 1–23, 
hTps://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42. 
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harta sebagai jaminan atas peristiwa hukum yang terjadi antara kedua belah 
pihak.54 
 Dalam Mazhab Hanabilah, kafalah merupakan pertanggungan yang 
dilakukan oleh seseorang yang dapat meliputi jiwa, utang, atau harta benda. 
Hal ini relevan dengan luasnya unsur-unsur yang dapat dimintai 
pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilajukan seseorang, hal 
ini disebabkan kafalah memiliki fokus untuk menitikberatkan pada badan, 
harta benda, individu yang dipertanggungkan dalam asuransi. Sementara 
menurut Jumhur Ulama kesepakatan atas akad kafalah ini dapat dilakukan 
oleh para pihak sesuai kebutuhan, yang dapat ditetapkan berdasarkan ikrar 
akad yang dilakukan baik secara lisan, tulisan maupun isyarat sebagai 
bentuk verbal dari akad kafalah itu sendiri. Dalam hal ini relatifitas akad 
kafalah memungkinkan para pihak untuk menyepakati wujud dan substandi 
dari kafalah yang dibutuhkan. Hal ini jelas dimungkinkan karena pada akad 
kafalah ini untuk mewujudkan upaya saling tolong-menolong serta 
menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang tertanggung.55 

Menurut Peneliti, prinsip utama akad kafalah adalah kepatuhan 
terhadap ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara kafil 
(perusahaan asuransi) dan makful ‘anhu (peserta asuransi). Jika polis sebagai 
peranjian kafalah mensyaratkan adanya upaya perdamaian sebelum klaim 
di proses, maka tidak mematuhi syarat ini bisa dianggap melanggar prinsip 
akad kafalah. Dalam konteks hukum Islam musyawarah atau upaya 
penyelesaian sengketa sebelum mengajukan klaim atau perselisihan dapat 
dianggap sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang baik. Jika polis 
menetapkan kewajiban ini sebagai syarat untuk proses klaim, maka hakim 
berpendapat bahwa upaya tersebut penting untuk diterapkan sebelum 
klaim dapat diproses lebih lanjut.56 

 
KESIMPULAIN 

Dalam putusan majelis hakim atas perkara gugatan 
No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna, yang diajukan Herlina terhadap PT 
Asuransi Takaful Banda Aceh atas penolakan perusahaan tersebut terhadap 
klaim pertanggungan atas kehilangan mobil CR-V yang terjadi di doorsmeer, 

                                                             
54 Nurhasanah and Yuniarti, ‘Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah’. 
55 Endang Zakaria and Hikmah Dwi Astuti, ‘Kafalah Penanggungan Pada Konsep 

Fikih Dan Aplikasi Dalam Eknomi Syariah’, At-Taajir: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan 
Syariah 4, no. 1 (2022). 
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majelis hakim membuat beberapa pertimbangan yang mendasar 
berdasarkan materi gugatan dan fakta persidangan. Para pihak harus 
melaksanakan secara penuh prosedur yang telah dimuat dalam polis 
asuransi, termasuk penyelesaian perkaranya yang dapat dilakukan secara 
perdamaian dan musyawarah. Majelis hakim tidak menemukan adanya 
fakta perdamaian dan musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam 
tempo 60 hari. Oleh karena itu, majelis hakim menolak gugatan penggugat 
dan meminta perkara tersebut diselesaikan secara lebih baik melalui 
prosedur non litigasi terlebih dahulu, sehingga akan menghasilkan 
keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Hakim dalam perkara 
ini telah mempertimbangkan akad kafalah dengan seksama. Meskipun 
hakim memahami prinsip-prinsip kafalah, namun gugatan tidak dapat 
dikabulkan karena pihak anggota PT Asuransi Takaful (penggugat) tidak 
memenuhi semua klausula dalam polis asuransi. Penyelesaian sengketa 
timbul dari akad kafalah seharusnya dapat diselesaikan secara internal 
melalui mediasi dan arbitrase agar tercapai penyelesaian yang damai antara 
kedua belah pihak. 
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